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ABSTRAK
Pelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat. Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok artinya pidana tambahan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dijelaskan bahwa tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain. Hukuman kebiri ini dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “Sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi,” demikian salinan aturan tersebut.
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ABSTRACT

The implementation of Chemical Castration is a new punishment in Indonesia, there are pros and cons related to the implementation of these actions. On the one hand, the implementation of the gelding crime is expected to be able to provide a deterrent and preventive effect to the perpetrator, and can reduce the rate of sexual crimes against children. However, on the other hand, the implementation of chemical castration is considered a violation of Human Rights (HAM). Human Rights are essentially the most basic rights possessed by all mankind as the highest gift from God Almighty, wherever man lives, because with those rights man can become a dignified being. The provision of additional criminal penalties in the form of castration is the last alternative and in its imposition the additional criminal does not eliminate the principal criminal. Additional criminal convictions in the criminal law system must be imposed together with the principal criminal meaning that the additional criminal cannot stand alone. The implementation of the gelding penalty is a very relevant legal affirmation to deal with current developments, as long as it is carried out in a humane way the punishment can bring about a major benefit change in the life of the nation and state, although these benefits are still not felt today but with the existence of the rule of law, criminals are expected not to repeat similar acts. In Article 1 paragraph 2 of Government Regulation Number 70 of 2020, it is explained that the act of chemical castration is the administration of chemical substances through injection or other methods. This castration penalty is carried out to the perpetrator who has been convicted of violence or threats of violence forcing the child to have intercourse with him or with another person "Thus causing the victim more than one person, resulting in serious injury, mental disorders, infectious diseases, impaired or loss of reproductive function, and/or the victim dies, to suppress excessive sexual desire, which is accompanied by rehabilitation, " thus a copy of the rule.
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PENDAHULUAN
Penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar orang yang melakukan tindakan pidana akan berpikir kembali jika akan melakukan tindakan pidana tersebut. Akan tetapi, perkembangan hukum pada zaman ini sangatlah mempengaruhi dalam perkembangan zaman yang dimana seseorang melakukan suatu pelanggaran bukan karena lemahnya pemerintah yang ada namun karena beberapa hukum yang tidak mengatur dan tidak dilakukannya perkembangan Undang-Undang itu sendiri dan juga tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan Undang-Undang tersebut. Sanksi pidana tidak terletak pada suatu pidana yang diberikan apakah sudah maksimal atau belum, namun sanksi pidana terletak pada tujuan pemidanaannya yaitu efektifitas hukuman yang diberikan itu sendiri, dimana agar masyarakat taat dan tidak melakukan tindak pidana itu.
Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang semakin banyak di Indonesia menunjukkan lemahnya sistem hukum Indonesia dalam memberikan jerat hukum bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan. Sanksi pidana yang sebelumnya merujuk pada KUHP rupanya kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Sanksi yang ringan akan mempermudah pelaku melakukan pemerkosaan untuk kedua kalinya (menjadi residivis). Untuk itu diperlukan suatu pembaharuan hukum agar mampu meminimalisir jumlah kejahatan tersebut dengan diberlakukannya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia yang aturannya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
Dampak kekerasan seksual terhadap anak akan menimbulkan trauma bagi korban tindakan tersebut, sehingga dapat mengganggu korban dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kasus kekerasan kepada anak banyak terjadi dan banyak juga yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib dikarenakan keluarga merasa malu untuk melaporkan tindakan tersebut karena masih beranggapan sebagai aib keluarga, biasanya permasalahan terungkap setelah korban pelecehan seksual melahirkan seorang anak.
Banyak kasus kekerasan pada anak di bawah umur tidak terungkap yang disebabkan budaya masyarakat yang masih memegang teguh prinsip permasalahan keluarga adalah permasalahan intern keluarga yang tidak pantas untuk dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena sama saja dengan membuka aib keluarga sendiri. Hal ini akan membuat sulit permasalahan pada anak yang menjadi korban pelaku kekerasan seksual di tangani tanpa adanya ketersediaan korban atau keluarga korban untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib (Fitri Wahyuni, 2017).
Hak anak untuk dapat bebas dari penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang sering terjadi menimpa anak. Dikatakan oleh Made Darma Weda, “kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena secara kuantitas di masyarakat tampaknya meningkat, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat”.(Chazawi, 2010; Qamar, 2013)
Masalah pemerkosaan yang terjadi pada anak merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki, citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan keseharian, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik fisik maupun psikis. Atas dasar itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, namun sebagai objek kekuasaan laki-laki.(Nomor, 10AD; Rohmah & Ulinnuha, 2014) Itu berarti bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi yang termarginal. Perempuan tidak hanya sebagai objek pemuas seks dari kaum laki-laki, namun akrab dengan berbagai kekerasan, yang dipandang sebagai makhluk lemah, yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki.
Adapun dampak psikis dan fisik dari perbuatan pelecehan seksual tersebut yaitu:(Indanah, 2016; Saudi, 2016)
1. Dampak secara psikis dari perbuatan ini sangat mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang terdekat dengan korban, sebab dari perbuatan tersebut anak akan menunjukan sikap yang tidak biasanya dilakukan. Dari sikap inilah orang terdekat korban mengetahuinya seperti hilangnya nafsu makan pada anak, tidak lagi bersemangat dan tidak mau sekolah, menjadi introvert tidak berbaur dengan orang-orang, takut dengan orang baru kenal/ tidak kenal, dan bahkan bisa trauma jika melihat suatu benda atau tempat yang mengingatkan korban pada kejadian yang telah dialaminya. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih awam terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas apa yang telah dialaminya bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban pelecehan seksual.
2. Dampak secara fisik yang dialami oleh korban yaitu:
a. Sulitnya untuk tidur;
b. Sakit kepala;
c. Nafsu makan menurun;
d. Terasa sakit di area kemaluan;
e. Beresiko tertular penyakit menular;
f. Luka lebam dari akibat tindakan tersebut;
g. Hingga yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut.
Biasanya luka fisik di sembunyikan oleh korban pelecehan seksual karena tidak ingin aibnya diketahui oleh orang lain dan juga korban merasa malu dan memilih untuk memendam hal tersebut sendiri. Semakin seringnya korban menerima kekerasan maka trauma yang korban rasakan semakin besar dan butuh penanganan khusus untuk memulihkan psikis korban, untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi, peran orang tua dan keluarga sangatlah penting untuk mengawasi anak agar tidak berbuat yang mengancam keselamatan dirinya sendiri.
Upaya perlindungan terhadap anak dipandang perlu dilaksanakan dari sejak dalam kandungan sampai pada anak berumur 18 tahun, karena bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menurut Siswanto Sunarso “bilamana terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban (Siregar, 2020; Sudrajat & Tamara, 2018).
Pelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut, di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada hakikatnya merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat (Fitri Wahyuni, 2017).
Di dalam Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan kepada pelaku bukan kepada perbaikan hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari pada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaanya sebagai prima facie, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia (Asshiddiqie, 2006).
Hukuman kebiri seakan kembali kepada zaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, Indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan hukuman pidana tambahan berupa sanksi kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manuasia di Indonesia.
Pokok pikiran awal tentang Hak Asasi Manusia bergerak dari konsep kebebasan dari setiap individu dan persamaan hak. Yang memiliki tujuan yaitu apakah suatu dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan suatu kebutuhan pada tiap individu. Plato mengakui bahwa kebebasan adalah suatu sifat yang alamiah dari diri manusia, tetapi Plato memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan mengapa manusia bebas tersebut memerlukan negara.(Elisabeth, Yulika, & Waspada, 2018) Nurul Qomar menjelaskan tentang definisi hak asasi manusia yakni suatu kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.(Qamar, 2013)
Pengurangan atau pembatasan hak asasi kepada si pelaku dengan penjatuhan sanksi pidana (kebiri), bertujuan untuk upaya pencegahan perilaku si pelaku ketika keluar dari penjara tidak lagi menjadi predator kekerasan seksual pada anak. Dalam pengenaan sanksi pidana (kebiri), diterapkan penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pengenaan sanksi pidana pada ketentuan ini, dimaksudkan dalam rangka mengantisipasi dan memberikan tindakan represif terhadap peristiwa-peristiwa tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sedang terjadi di tanah air yang semakin hari semakin meningkat jumlah pemberitaannya di berbagai media dan mendapatkan perhatian serius dari kalangan masyarakat, karena dipandang sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan meresahkan keamanan masyarakat (Solikhah, 2018).
Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara sopran pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya.
Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia anti androgen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate (CPA).(Asshiddiqie, 2006; Siregar, 2020) Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan.
Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok artinya pidana tambahan tersebut tidak bisa berdiri sendiri (Mardiya, 2017).
Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Adapun hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah pedofilia yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam keberlangsungan suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial bagi seluruh masyarakat.(Elisabeth et al., 2018; Nahar, Nisa, & Asfiya, 2022; Siregar, 2020)
Namun, realitanya terkhusus kepada anak sebagai generasi pelanjut estafet pembangunan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa yang akan datang, pada prinsipnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dari rusaknya jiwa, akal, agama, serta kehormatan, malah tidak mendapatkan perlindungan secara memadai. Ruang aman bagi anak-anak semakin sempit, anak-anak Indonesia semakin rentang dengan berbagai bentuk ancaman dan kekerasan, terutama kekerasan seksual yang pelakunya tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi ada pula yang berasal dari negara lain.
Padahal, hak konstitusional anak telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jaminan atas hak anak dikuatkan pula melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Convention On The Rights Of The Child. Selanjutnya, untuk lebih menguatkan eksistensi dalam menjamin dilaksanakannya hak itu dan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam ratifikasi konvensi internasional tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.(Asshiddiqie, 2006) Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah : “Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM” (Studi Putusan PN Mojokerto No 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk).”

METODE PENELITIAN
[bookmark: _TOC_250008]Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.(Rohmah & Ulinnuha, 2014) Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM

1. Penerapan Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
Berdasarkan beberapa kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka kejahatan seksual terhadap anak dapat kita klasifikasikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dengan alasan:
a. Dari segi pelaku.
Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi pelakunya sebagian berasal dari luar negeri yang datang ke Indonesia sebagai wisatawan dan mencari korban.
b. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusian yang sifatnya tidak nampak di permukaan yang menimbulkan banyak korban.
Karena sifatnya yang tidak tampak, maka kekerasan seksual terhadap anak, baru muncul ke permukaan jika korban atau salah satu dari korbannya melapor. Biasanya jika salah satu korban melapor, maka akan muncul korban-korban lainnya. Namun, jika tidak ada pengakuan dan laporan dari korban, maka kejahatan\\kekerasan seksual terhadap anak akan sulit terdeteksi dan menyebabkan pelaku kekerasan seksual berada pada zona aman untuk tetap berbaur di tengah masyarakat. Dalam situasi ini, pelakunya lebih leluasa mencari korban. Konsekuensinya adalah semakin lambat kejahatan seksual ini diketahui oleh publik, maka korban yang ditimbulkan akan semakin banyak, dan begitu pula sebaliknya.
c. Kejiwaan korban.
Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tentu akan mengalami trauma panjang, bahkan dapat berujung ke aksi bunuh diri. Trauma panjang yang dialami korban dapat berupa hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal), merasa tidak berdaya (powerlessness), stigma (stigmatization), dan atau trauma secara seksual. Disamping itu, anak sebagai korban secara psikis dapat menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam.(Nahar et al., 2022)
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.(Muhamad Basir, n.d.; Qamar, 2013)
Sanksi pidana ini lebih berat dari ketentuan sebelumnya, yakni hanya mengatur sanksi pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, untuk menimbulkan efek jera pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka pelaku dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia.
Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
Adapun Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada pasal 82 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 
Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
Dalam hal tindak pidana pencabulan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
Khusus terhadap pelaku anak, maka tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku tidak dapat dikenakan terhadap pelaku anak. Hukuman Kebiri kimia sebagai salah satu pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak dapat dijatuhkan apabila pelaku melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 

2. Proses Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak 
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Pasal 81A Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
Adanya sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyebutkan bahwa Tindaka Kebiri Kimia pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan atas perintah Jaksa setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah Jaksa. Pelaku anak tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia. 
a. Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan:
1) Penilaian Klinis
Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian klinis meliputi kegiatan(Elisabeth et al., 2018):
a) Wawancara klinis dan psikiatri;
b) Pemeriksaan fisik;
c) Pemeriksaan penunjang.

1. Penilaian klinis dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
d) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada Jaksa;
e) Pemberitahuan dilakukan paling lama 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;
f) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis;
g) Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.
2) Kesimpulan Sementara
Kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Kesimpulan disampaikan kepada Jaksa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Jaksa. Dalam hal kesimpulan menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan. Selama penundaan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia. Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak, maka Jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.
3) Pelaksanaan
Pelaksanaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
a) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan menyatakan pelaku persetubuhan layak untuk dilakukan tindakan kebiri kimia;
b) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan;
c) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
d) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
e) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh Jaksa, perwakilan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
f) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara;
g) Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.
Apabila pelaku persetubuhan melarikan diri dari tindakan kebiri kimia maka ditunda pelaksanaannya. Untuk penanganan bagi yang melarikan diri, Jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal pelaku persetubuhan tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, Jaksa berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan untuk dilaksanakan tindakan kebiri kimia. Jika pelaku persetubuhan meninggal dunia maka Jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kepada Jaksa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 
b. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk
Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok artinya pidana tambahan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah pedofilia yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam keberlangsungan suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial.
Maka terhadap Kasus pidana tentang kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh MUH ARIS Bin SYUKUR di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dengan menelan korban hingga 9 orang anak, jika mengacu pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sehingga untuk sanksi pemidanaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka perbuatan pelaku tersebut sudah memenuhi unsur pidana sehingga perbuatan itu layak dijatuhi sanksi berupa hukuman atas perbuatan tersebut dikarenakan sudah mencederai hak-hak anak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh hukum positif di Indonesia Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR terbukti dengan cara sah serta menyakinkan bersalah seperti yang sudah ditetapkan serta dijatuhi hukuman dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh MUH ARIS Bin SYUKUR sejak tahun 2015 itu telah mencabuli hingga 9 anak yang tersebar di wilayah Mojokerto. Maka dalam kasus ini yang akhirnya masuk dalam pidana khusus di Pengadilan Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, dan dalam proses pemeriksaan dalam persidangan serta bukti-bukti yang sudah ada maka hakim dalam putusannya menghukum pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatan nya tersebut, dengan hukuman penjara serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang diberikan kepadanya.
Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.MJK bahwa terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar mandi Masjid Miftahul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT.03 RW.10, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan cara sebagai berikut : 
1) Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT.03 RW.10 Desa Sooko Kabupaten Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depak Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi FARAH BILQIS MAFFIROH untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan / vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH di dengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dengan kedua tangannya sehingga saksi FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa mengerak–gerakkan penis Terdakwa di organ kemaluan /bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ – organ kemaluan / bibir vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang menangis di berada dalam kamar mandi.
2) Bahwa saksi korban FARAH BILQIS MAGFIROH masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk di bangku sekolah di TK B.
3) Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516–LT–2103013–007 yang ditanda tangani oleh H. NOERHONO, S.Sos. MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa FARAH BILQIS MAGFIROH, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah SUHARTONO dan Ibu SUWANTI yang lahir pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24–08–2012).
4) Akibat perbuatan Terdakwa M. ARIS Bin SYUKUR kepada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416–207–2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher luka memar di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.
Dasar hukum hakim terkait kasus tersebut mengacu pada pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berbunyi “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. 

KESIMPULAN
a. Bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Ketentuan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia diatur dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal, serta diatur juga dalam Pasal 81 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
b. Kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih saja terjadi dan sudah sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Adanya sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut
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